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anak-anak vang sudah terfanjur molakukan tindak pidana (kejahatan) ke
dalaen kehidupannya semula Amak ymng melshukan kejahatan bokan
karena i memiliki sifat juhar, karena keadaan anak terscbur yang tidak
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Penjatuhan hukuman terhadap pelakn tindak pidana (offender) bukanlah
semats-mata scbagai suatu tindakan balssan atas kejohatan yang tclah
dilakukan si pelaku, (perkembangan teori pemidanaan, menepatkan bahwa
mijuan penjstuban  pidana tidak hanya berorientasi kepada  upaya
pemenjarnan, tetapi juga kepada upaya pembinaan si pelaku), tetapi lebib
dan i, adalah ontuk menimbulkan atan mermmbuhkan kesadaran si pelako
akan sifyt berbabnya dan merugikan yang diakibatkan oleh kejahatan
tertentu dilakukannya. Schingga pada akhimya si pelaky dapat insyaf dan
tidak mengulangi stau melakukan kcjshatan (offence) yang lain, seteloh
innya bebas dari hukuman yang dijatubi kepadanya.

Schubongan dengan  umian  terscbut, maka untuk  melihat
penghukuman yang dijatubkan pads si pelsku berorientusi kepada proses
pembalasan ataukah pembinaan, di samping dapat dilihat dan bentuk
kualitashukuman yang dijatubakan oleh hukim (vonnis), dapst juga diamati
dari metode staupun pola yang diterapkan didalam melaksanakan hukuman
MnﬂnMTmdemm

(LF) mempunyxi

dlﬂqlmmd&;m&hkn

Urgensi dan kestrategisan LP, tidak lain adalsh dikarenakan metode
yang diterapkan LP dapat mempengarshi bablkam meneutukan “warma™ dari
hukuman yang dijalankan  Metode-metode  pelaksanaan  hukuman
(penghukuman) yang diterspkan LP, dapat ditarik sustu kessmpulan bahwa
sifst penghukuman yang dijatubkan bersuansa pembalasan  atsupun
schaliknya bernuansa pembimaan,
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Masalah dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah
berhenti di bicarkan sebagaimana dikemukaksn oleh Muladi dan Barda
Nawawi Arif (1992: 106).

"Masalah  dan  wsaha terhadap perlindongan smak  telah  lama

dibicarakan balk di Indonesia mavpun di  dusia Internasisnal

Pembicarazn masalah ini tak akan pernak berheatl, karena disamping

masalah universal juga karema dunis juga dilsi oleh anak-anak, sclama

it pula maxalah anak akan selaly dibicarskan. Pembicaraan masalah

suak ioi akan menolakkan adanys kash ssyang stus cints kasih di

antars umat manwsa,™

Oleh karena ity merupakan tugas kita bersama untuk selaly mencari
upaya-upaya dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak dalam
segala bidang. Perlindunngan anak merupakan suatu bidang pembangunan
nasional, kerena melindungi anak berarti manusia dan membangun manusia
seutubnya.

Di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia
nomor 4 tahun 1976 tentang kessjahternan anak dikatakan:

“Amak berhak atns pemelibaraan dan perlindungan baik selama dalam

kandungan mavpun  sesudah  dilahirkan.  Anak  berhak st

perlindungan-perfindungan  lingkungan  hidep  yang  dapat
membahayakan atau menghambat pertumbueban dan perkembangannya
secars wajar™

Kedua ayat i1 dengan jelas menyatakan dan mendorong periu adanya
perlindungn unek dulam rangka mengusahakan kesejabteraan anak dan
periakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungsn anak suatu masyarakat bangsa mcrupakan tolak ukur
peradapan masyarakat tertenty, maka kita wajib mengusahakan perlindungan
anak sesum dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsx
Kegintan perlindungan anak merupakan suaty tindakan hukum  yang
membawa akibat hukum oleh karena itu perfu adanya jaminan hukum bagi
perfindungan anak tersebut, kepastian hukuman perlu dinsahakan demi
kelangsungan  kegiatan perlindungan anak dan mencegsh penyelewengan
yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksaan
kegiatan perlindungan anak (Arif Gosita 1993: 222).

Di dalam Undang-Undang nomor 4 talun 1976 tentang kescjahteraan
anak dinyatakan:
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Disamping anak-anak yang kescjuhteraannya terpenubi secara wajar,
didalam masyarakat terdapat pula anak yang mengalami hambatun rohani,
jasmani dan sosial ckonomi yang merupakan pelayanan secara khusus,
yaitu:

I, Anak-anak yang tidak manmpuy;

2. Anak-ansk terlantar;

3. Anak-nnak yang mengalami masalah kelakuan;

4, Anak-ansk yang cacat robani dan atau jasmani.
mnmmmmimmmmamjmmm

anak yang mengalami masalali kelakuan (pelanggaran-pelanggarn usia

muda), karena anak yang melakukan kejohatan bukan karcna mempunyai

sifat jahat, tapi korena keadaan anak terscbut tidak stabil akibat keadaan

yang datang dari anak itu sendiri maspun berasal dari luar, yaitu lingkungan

yang mengelilingi (Lobby Logman, 1993: 1-2).

Saty dari karakteristik kejahatan schagai pesomens sosial (social
phenomenen), adalah bahwa kejuhatan tersebut bokanish merupakan bentuk
dori perilaky menyimpang yang hanya dapat dilikukan oleh manusia
dewasa. Tetapi schaliknya, snak-anak itu juga memiliki potensi untuk
melakokannya.  Terlehih lagi di  tengab-tengal  perkembangan  ilmu
pengetabuan dan teknologi dewasa ini. Dengan sikap dan sifst anak yang
baik baik yang diperoleh dari pengamatan social anak terhadap lingkungan
sckitamyn maupun apa saja yang dissjikan oleh media clektronik dan media
cetak, sementara si anak belom mempunyai kualitas kemampuan yang
memadai untuk atay didalam menilai baik buruk yang diamatinys tersebut,
maka anak cenderung memprakickkan didalam perganlan hidupnya, seperti:
berkelahi, merokok, dan minum-minuman keras.

Dalam hal anak sudah terfanjur melakukan kejehatan atau tindak pidana,
maks satu hal yang mendasar yang patut dipertanyakan adulah si anak terscbut
harus dipetivkan sama dengan manusia dewasa yang melakulan kejshatan

Terbadsp masalah mendasar di atas, dengan memperhatikan
karakteristik fisik dan psikis manusia dewasa, maka diperolch jawaban,
bahwa tidak seharusaya sama dengan prosedur dan proses penghukuman
annk dengan manusis dewasa. Ditambah lagi dengan sosok anak, schagni
insane kecil yang mempunyai cita-cita dan masa depan. Oleh karenanya
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penghukuman terhadap anak yang disamakan dengan manusia dewasa, dapat

fkatakan sebagai upaya “mematikan™ masa depan dan cits-cita anak.

Ditambah lagi dengan perspektif negatif schagian besar masyarakat,
bahwa masyarakat tanpa terkecuali anak-anak, adalah sosok manusia yang
harus disisihkan dari lingkungan, walsupun mereka ini telah bebas menjalani
hukuman.

Bertitik tolak dari gambaran diatas, makas peran, tugas, dan
tnggungjawab LP dalam kerangka resosialisasi napi anak, scharusoya
memuat dun unsure, yaitu:

I. Unsur perubahan sikap, mental dan perilaku anak kearah yang lebih
bauk, dan;

2. Unsur perubahan perspektif negatif masyarakat terhadap ex napi anak,
schinggn masyarnkat secara pormal dapat menenima ex napi anak dalam
linghungan pergaulannya.

Oleh karena program pembinaan yang dilakukan LP, seharusnya
dilakukan dengan beronientasi kepada individa: (napi annk) dan sosial
(masyarakat).

(UURI No. 3 mhun 1997), tentang peradilan anak menegakan: bahwa
amak adalsh bagian dari generasi muda. Schagai salsh satu sumber daya
mmnymgmupnhnpo‘mzdnpmncm-cmdmnﬁtm
memeriukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utnh, serasi
s

Perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan tentang perlakuan
dan pembinsan yang harus menjalani  hukumanoya di  Lembaga
Pemasyarakatan tampaknys tidak pernah berhenti.

Hal inl mungkin sajs disebubkan adanya peningkatan kesadaran
mymmbmwlmdmmmwmpﬂmym
Akan tetapi pada kenyataannya pembinasn narapidana dewasa. Schagaimana
mmdmﬂmoldwjom(lm 1)

mmmmmwam




mewujudkan j
Mardjaman (1995: 1)

pemcliharaan yang sempit ditengah usia pembentukan pribadiaya dan

sistem peradilan pidann
Pansym:hhn.(hlnhﬁ. 1995: 119).
“Scbagai sustu sistem, peradilan pidans mempunysi peranghat struktor
atau sub sistem yang scharwsaya bekerja secara hoheren, hoordinatif,

hukum dapat pela dikatagorikan schagai sub sistem. [Inilah yang
disamakan struktur hukem (legal structure).™
Oleh karena itu masalah pembinasn anak bukan saja tanggungjawab
Lembaga Pemasyarakatan, karena disini lembaga pemasyarakatan hanya
merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan pidana,
( RM Jackson mengemukakan ( 1994: 9)
“Pidans penjara merupakan termasuk jenis pidana yang relatil kurang
cfektil. Bedasarkan hasil stedi  perbandingan efektifitas  pidana,
dikemukakan olehnya, bahwa sagks perbandingan  rata-rata
pengulangan stan penghukuman kemball (reconviction rate) bagl orang
pertamas kali melakukan kejakatan berhanding terbalik dengan usia
pelaku. Reconviction rate yang tertinggi, terfibat pada anak-anak yaltu
mencapal S0% untuk mereks yang pernnh dipidana, angka tertinggi
terfihat pada mercka yang berumur 21 tabun kebawah, yaitu 70%.
Lebib ditegaskan bagi oleh Jackson, bahiwa reconviclion rate tersebut
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lebibh tinggl lagl setelah orang dijatubl pidana penjarn daripada pidana
bukan penjara™

Hal ini tidak berarti bahwa muncalnya residivis anak berarti kegagalan
dari jembaga pannsym\hun schagai lempat menjalankan pidana dan

Lembagn Pemasyarakatan anak schagai lemboga  pembangunan
mengemban fungsi yang spesifik dan perls pennjaman atas orientasi
pembinaannys. Dan perlu mendapat perhation adalah bahwa anak-anak
makal yang dibina di kembaga Indonesia memiliki potensi dan memikul
tanggung jawab masa depannya Maka fapun periu mendapat kesempatan
yang seluas — lusinya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, secam
rohani, jasmani maupun sosial. (Mardjaman: 2)

Realitas dan fenomena kejahatan anak yang teradi dewasa i,
menunjukkan tendensi peninghatan. Kenalkan tendensi cirl, disamping
discbablan tidak sedikitnya anak - mkmmmup-hauuzjdni
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lebibs tingzi lagi setelah orang dijatubi pidana penjara daripada pidana

penjara,”
Hal ini tidak berarti bahwa munculnya residivis anak berarti kegngalan
dari lembaga pemasyarakatan schagai tempat menjalankan pidana dan
pem

mwmmmwnmpﬁmm«w
pembinmannya. Dan perls mendapat perhation adalah babwa anak-anak
nakal yang dibina Ji lembaga Indonesia memiliki potensi dan memikul
tanggung jawab masa depannya Maka mpun periu mendapal kesempatan
yang scluas — luasnya untuk tumbuh dan berkembang sccara wajar, secara
Mmm@mmw.m-dmn




Wahys Widodn Kmerju Lembaga Pemaryarniatan Anot dialom Kerangha . ns
PERUMUSAN MASALAN

Masalah dalam scbuah penclitian merupakan salah satu komponen
yang urgensi dan menempati posisi yang strategis. Urgensi dan strategisan
peranan dan posisi tidak hanya masalah tidak hanya dilatarbelakangi dan
hakikatnya yang memuntit dilakukan pembahasan, tetapi dikaremakan
masalah juga berfunsi seperti “rel” ataupun “alur™ dalam menghasilkan
pembahasan yang  bersifat terfokus, dalam arti tidak tesialu melebar
maupun menyempit, schingga lari dari pembahasan yang schamsnya
(makna dan masalah, lihat Sumadi Suryabrata, 1992: 60).
Bertitik tolak dari urgensi dan kestrategisan masalah dalam sebuah
penelitian (rescarch), schagaimana dirumuskan distas, maka masalah yang
dibahas dalam penclitian atau tulisan im dirumuskan scbagai berikut:
|, Bagaimana kontruksi hukum yang ada mengatur pols pembinasn napi
anak olch LPA?

2 Apakah pola pembinasn napl ssak yang dilakukan oleh LPA telah
mengnnut upaya resosialisasi napi anak?

3. Bagaimuna pola interaksi yung scharusnya diterapkan oleh LPA

TUJUAN PENELITIAN

Mendasarkan pada permasalahan yang telah diremuskan diatas, maka
tujuan dari penelitian, adalah:
I. Menganalisis dan menggambarkan Konstruksi hukum yang ads, yang

napi anak;

2. Menganalisis dan menguraikan kesesusian kinerja LPA dengan konsep
dan tujuan resosialisasi napi anak; dan

1 A mmmmmmmhmmwm”gw
untuk diterapkan sehubungan dengan upaya resosialisasi napi anak.
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TINJAUAN PUSTAKA

Mengawali pembahasan terhadap ruang lingkup permasalshan yang
melekat pada topik ataupun judul penelitian ini, luieh&chhnhpan!h
menguraikan istilah dan pengertian makna judul tulisan ini. yaitu “Kinerja
Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Kerangka Resosialisasi Napi Anak™,
adaloh ranglaian dari “kata-kata™ yang masing-masing mempunyai arti ata
makna tersendini.

Upays untuk memahami judul tersebut, minimal terdapat 5 (lima)
istilah yang patut dimengerti dan dipahami maknanya, yaitu:

Kata “Kinerjn™ merupakan detirasi (tunman) dan kata “kerja™ yang
dalam kamus Bahasa Indonesia, diartikan schagai segala bentuk kegiatan
atau aktivitas untuk melakukan suatu dalam mewujodkan tujuan tertentu
(Kamus Besar Bahasa Indonesta, 1990: 425),

Bila kata “kerja™ merupakan kata bends (noun) maks kata “kinerja™
menunjukkan sifat (adjectifc) dan pekenaan ataupun kesja yang dilakukan.

Bertitik tolak dan makna stay pengertian “kerja™ diatas, selanjutnys
dikemukakan, bahwa yang dimaksudkan dengan “kinerja (performance)™
dalam tulisan ini, adalah sifat dani aktivitas Lembaga Pemsyarakatan Anak
(LPA)

Lembaga Pemasyarakatan Amak (LPA)

Memahami hakekat dari LPA, maka yang teticbih dahuiu dipahami,
adalah istilah dan pengertian dani “pemasyarakatan”, baru kemudian istilah
“lembaga™. Sementara “anak™ yang dilckatkan  pada Lembaga
Pemnsyarakatan (LF) hanyalah menunjukan suatu penpkhususan, yang
membedakannya dangan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (LPD).

Dalam pasal (1) butir | UU, nomor: 12 tahun 1995, teatang

discbutkan:

“Pemasyarakan sdalah keglatan untuk melakukan pembinzan wargs

binaan pemasysrakatan berdasarkan sistem, kelembagsan, dan cams

pembinzan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam
tata peradilan pidans.”™
Dalam pasal (2) butir 3 U, nomor: 12 tahun 1995, dirumuskan
bahwa:
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tingkat usia, dalom arti tingkat usis berapakal sescorang dikatagorikan

schagai amak. Disamping it ada pula yang menggunaksn pendekatan

psikososial dalam ussha mengenai hotasan tentang amak ity (Paulus

Hadisuprapto, 1997: 7)

Dalam Undang-Undang Nomor: | tahun 1974 tentang perkawinan
ditemukan batas usin anak adalsh dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan
19 tabun untuk laki-laki.

Undang-undang Nomor: 3 tabun 1979 tentang pesgadilan mnak
menyatakan anak adalah mercka yang berusia 18 tahun, anak anak yang
discbut terakhir ini diklasifikasikan kedalam 2 golongan, schagaimana
dirumuskan dalam pasal | butir 2, yang lengkap berbanyi:

Anak nakal adalah:

3. Anak yang malakukan tindak pidana, atau,

b Anak yang melakukan perbuatan yang dinyntakan terlarang bagi anak,
baik yang menurut persturan perundang-undangan maspun menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berfalu dalam masyarakat yang
bersangkutan.

Task Force on Juvenile Deliquenyy Prevetion menentukan bahwa
scyogjanya batas usia penentuan anak dalam konteks pertanggungjawaban
pidananya  schagsi tolak  ukur scjauh  mans  amak  bisa
diperanggungiawnblan  terhadap  perbuatan  kriminal.  (encyclopedia
Amiricana, 1974: 270)

Didalam konvensi hak-hak anak (convention on the right of the child)
article | (pasal 1) dikatakan:

* For the purpuse the present convention, 3 child means every human

being below the age of 18 years, under the law applicable to the chili,

majority ks atrained carfier,” (Yang dimaksud anak dalsm Losvessl in)
adalah setiap wrang yong berada dibawah I8 tshun, diawali
berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas

usta dewass dicapal lebih awal. {United Nation Children Fands, 1989 6))

Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak ini sangat penting
untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersanghutan dengan anak-anak
yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Para hakim, jaksa,
terlibat, harus menyadari bahwa dengan mendidik anak-anak tersebut
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diharupkan perubahan atas sifat-sifal yang tidak baik tadi. Azas bagi
kepentingan anak, yang diusshakan dengan memberikan bimbingan,
pendidikan dalam rangks rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan
peradilan anak (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993: 2).

Dari urainn-umian di atas, maka disimpulkan bahwa maksud dan
kinerja LPA dalam raogka resosialisasi napi anak, adalabh perubahan
terhadap scgala bentuk tindakan atau kebijakan (policy) yang dilakukan
dalam perganlan hidup yang berlangsung secara normal, dengan tidak
dihalangi oleh traumatic yang di alami olch si anak, maupun pandangan
ucgnufdln masyarakat tempat dimana s anak nantinya menjalani

GAMBARAN UMUM TENTANG LI

Sejarah dan Perkembangan,

Tiap-tiap orang yang melakukan tindak pidana, dan karenanya orang
tersebut harus berhadapan denpan proses peradilan pidana (criminal instice
processes), maka apabila halom peradilan menjatuhkan putusan yang
bersifat menghukum orang tersebut deagan pidana penjara sclama x tabun,
maka konsckucnsi logisnya, schingga sering disebut orang, bahwa LFP
merupakan wadah (lempat) pelaksanuan putusan hakim pengadilan pidans.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan (LP) Iahie dan dipergunakan schagi
identitas dari tempat pelaksanaan putusan pengadilan pidana, bila dinmati
dari perkembangan dalam pelaksansan pemidasn moka janya tidak terlopas
dari persoalan-persoalan sebagai berikut:

Pertama, perkembangan yang tegjadi didalam teori-teori penjatuban
Hukuman dari mulsi teori yang bersifat absolute (berorientasi kepada
pembahasan dan atau penjernhan); yang hanya menckankan kepada tindakan
pembahasan terbadap si pelaku dan yang dalam perkembangannya oleh
VOS dibagi kedalam 3 bagian, yaitu: (Bambang Purnomo, 1982: 27-28).

a. Teori pembahasan subyektif (subjektive vergelding), ysng melibat
pembalasan schagai suatu kewenangan Negara (sthal dan kant);

bh. Teori pembahasan obyektif (objective vergelding), yang melihat
pembalasan sebhagai suaty kewennngan masyarakat (Herbent), dan;

¢ Teor pembalasan subycktif yang obyektif (de objective acs aan de
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subjective vergelding) (teegel).
khususnys di Negara. Negara yang sedang berkembang  (termasuk
Indonesia), yang dituntut untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan
w(ﬁbukunhAmmnimIMﬂ

(reqlement penjara), yang dirumuskannya dengan mendasarkannya poda
Wethock Van Strrafrehts Voor Nedeafrehts Voor Nederlanche Indie (Stb,
1915 No 732+ Acmad 8. Soemadipraja & Romli Atmasasmita, 1979 1)
menjadi sistem pemasyarakatan.

mwdmmwl)mlummwmw
pdaﬁud:hn—tmdalnyuglcbihmmwi.mdim&m&wm
kondisi tiap-tiap nazapidana (lhat Djusman Samouir, 1992: 70).

Lembaga pemasyarakatan schagni lembaga pembinsan mempunyai
pidana, yailu rchabilitasi dan resosialisasi pelanggaran huokum, bahkan
sampai  kepada  penanpsulangan kejahatan (sgpression of crame),
Keberhasilan dan kegagalan pembiosan yang dilskukan oleh lembaga
pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian
yang dapat bersifut positif maupun negative. Penilaian itu dapat bersifut
positif manakala pembinaan nparapidana mencapai hasil maksimal, yaitu
bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang tast pada hukum,
Penilatan itu dapat negatif kalau bekas narapidana ity menjadi penjahat
kembali. (Petrus lrwan P & Pandotan. S, 1997: 65).

Eksisten LI'A dalam sistem peraditan pidana,
Dikarenakan yang menjadi perekaan, adalah Lembaga Pemnyarakatan

Amak (LPA}, maka sistemn peradilan pidana (cniminal justice system) yang
dimaksudkan adalsh  sistem peradilan  pidana yang berlaku atau yang
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teraphkan dalam tindak pidana kasus tindak pidans anak.
Mardjono Reksodiputro (1994: 84) meagemukakan, bahwa sistem
peradilan pidana adalah:
Suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi  masalah
kejahmudalumhnu—bmtomt masyarakat. Yang bertujuan:
Mencegah massyarakat menjadi korban;
2. Meayelesaikan kasus kejshatan yang terjadi, schingga masynrakat puas,
blhnkndihmhbd&cpkhndmmghunhhdijlmbpm&u:
3. Meagusahakan sgar mercka yang telah melakukan tidak mengulang
lngi

kepahatannya

Bertitik tolak dari pandangan Mardjono distas, maka selanjutnya dapat
dikemukakan, bahwa sistem peradilan pidana anak, adalah merupakan suaty
mmmwmmkmmhmkqnhmmn)m
dilakukan oleh anak, vang disesusikan dengan sifut maupun ksrakteristik
dari anak.

Berkaitan dengan hal di atas, Muladi (1995: 15) mengemukakan:
MMMMMWMM“MM%
sistem- sub sistem pendokungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan
dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarkatan), yang secara keseluruhan
mcrupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan
masukan (input) menjadi kelusran (output), yang menjadi tujusn sistem
peeadilan pidana yang berupa resosisalisasi pelaku tindak pidana (untuk
tujuan jangka pendek), pencegahan kejahatan (untuk jangka menengah), dan
kescjahternan sosial (untuk jangks panjang).

Dengan berpijak kepoda cksistensi LPA sebagai baginn ataupun sub
sistemn dari SPP anak, berikut dikemukakan kinerja LPA schubungan dengan
pmhmmdlmmumkmjmmmwnmmk

Merujuk atan mengutip pandangan yang dikemukan olch Georoy
Hazard Jr, Muladi (19962 I‘I‘lt)mwgmmk&undmyauppadchna
untuk memahami proses bekeganya SPP, waitu: pendekatan normati
administrative, dan social. Dikarenakan LPA  schagaimana diunihn
terdakwa adalsh merupalan sub sistemn dari SPP; maka
tethadap kinerja LPA  terscbut  dilakukan atas h: ketiga bentuk
pendekatan dintas.

Mengalisis dan membahas kinega LPA berdasarkan pendekatan
pormative, maka sejalan dengan hakikat norma itu sendiri, yang secarn
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umum dikemukakan schagai ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam
peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanys penckanan  berdasarkan  pendekatan ini, adalah
schagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada mengatur tentang
kinerja LPA dan bagaimana LPA sudah melaksanakan ketentuan pernturan
perundang-undangsn  yang menjadi  landasan  bagi  LPA  didalam
melaksanakan tugas dan mnggungjawabnya.

Bahwa kinerja LPA, adalah ditentukan oleh subtansi persturan
petundang- undangan, schingga menggambarkan LPA terscbut hanya alat
pelaksana, akan tetapi dengan dirimuskannya standard “kesusilaan™ dan
“kemanfuatan™, schagi landasan dalam mengambil dan  menentukan
lmdlhnluhdnpnlplmak.nhajmmujukkmhm-bmhhn

pembinaan rangka resosialisasi napi anak. Dengan kata lnin, bahwa dengan
adanyn abstade course, maka Kinerfa LPA tidak mengejar suatu target
tertenty diluae persturan perundang-undangan yang nda.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis dan sumber data y
| Dmbclmkpemlchhn)mgdnuqhndkhhnmﬁsulmja
LPA schagaenana tersebut diatas, sclanjutnya berpengaruh terchadap jenis
dan sumber dsta yang diperiukan.

Melali pendekatan yuridis dogmatis diperolch data yang bersifut
sckunder, yang diambil dari bahkan hakum yang promer dan bahan hmkum
yang bersift sckunder, Sedangkan melalvi pendekatan yang empiris
diperoich data yang bersifat primer, yang diambil dari fakta yang ditemukan
di lapangan, (lihat Reany Hanityo Socmitro, 1994: 57-61).

Lolkasi dan Sampel .

Lokasi penelitian, adalah LPA Tanggerang Kutoarjo,  dan
Plantungan. Dan sampel penclitian, disamping aparat LPA, juga napi anak
yang terdapat di ketiga LPA tahan 2003,
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Teknik Pengumpulan Data

Perolchan data pnmer, dilakulan meislui observami, penycbaran
kuesioner, dan wawancars yang bersifist terstruktur maupun tidak terstroktur,
(lihat Sanafish Faisol, 1990:62), yang dilakukan secara mendalam (depth
interviewXOp.lit: 61), Sedangkan data sekunder, diperoleh denpan melakukan
studi dokumen dan melalui langkah-langkah penciitian hukum normatif

Analisis Data
Guna membangun konsep pemikiran vang didasarkan kepada alur
pemikiran yang bersifat induksi konseptualisasi (Op.liv: 90); maka analisis
dats bersifst cmpiris kualitatif, yang bertumps pada penunjukkan symbol
atay makna, (lihat Mattew B. Miles & Michael Huberman, 1992: 15-16).
Sebagai upaya pencmuan keabsahan ataupun kevalitan data, dan agar
data yang disajikan dopat dipertanggungjawabkan, maks teknis analisis data
dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan analisis data sebagnimana
yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal (Op.lic 90-112), yaitu:
Analisis domaian,
Analisis taksonomi,
Analisis komponensial;
Analisis tema cultuml; dan
Analisis komporasi konstun.
Uji Validitas Data
Uji validitas data, yang bertujuan untuk mengetahni sejauhmana
kevalitan dan keabsahan data yang diperoleh dapat mendukung pembahasan
tethadop objek yang diteliti, dilokukan dengan mempergunakan teknik
triagulasi data, yaitu dengan jalan membandingkan data yang diperoleh dari
sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, (ihid: 20).

Hasil Penclitinn dan Pembahasan
Dalam ruang lingkup lokasi penclitian sesuai realitasnya meliputi 3
(tiga) objek. yaitu.
I. Lembagn Pemasynmakatan Anak (LPA) Tangerang:
2. Lembagn Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutcarjo, dan;
3. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Plantungan.

Membandingkan kondisi, khususnya kelengkapan dari ketiga LPA

papTe
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Rnpn 1
crhndhgn LPA Yang Menjadi Lokasi Penclitian
Kelengkapan LPA Asal LPA
Kutoajo | Plantungan | Tangerang
1. | Ruang administrasi Ada Ada Ada
2. | Ruang tinggal napi anak | Ada Ada Ada
3. | Ruang makan Ada Ada Ada
4. | Sel disiplin Tidak ads | Tidak ada | Ada
5. | Sel orientasi Tidak ads | Todak ada | Ada
6. | Ruang kunjungan Ada Ada Ada
7. | Ruang permnbinaan Tidakads | Tidakada | Ada
8. | Ruang kelas (pendidikan) | Tidak ada | Tidak ada | Ada
9. | Ruang kerja Tidakada | Tidakada | Ada
10. | Ruang ekstrakurikuler Tidak ads | Tidak ada | Ada
11._| Ruang aduitorium Tidak ada | Tidak ada | Ada
12 | Ruang ibadah Ada Ada Ada
13. | Rumah sakit Tidak ada | Ada Ada

Sumber Data : Primer 2001

Urnian tersebut di atas, menunjukkan adanys perbedaan kondisi fisik
dari ketiga LPA, maka diperoleh jawaban bahwa secara umum landasan
bagilnap(pafm)LPAMMhmympcwm
perundang-undangan

Berdasarkan dats yang diperoleh dani 60 responden, maka sermus
narapidaia anak terscbut baru pertama Kalinga melakukan tindak pidana,
dengan demikian mercka adalah first offender.

Ragaan 2

Narapidana Menurut Kelompok Umunr di Lembaga Pemasyarakatan
Anak

Tang- Aszal LPA
No |  gapas | Tangerang | Kutearjo | Plantun *
(L)) @) | g=(3)
L |12 talum | Ocorang 0 arang Oomng |0 0 0
ke bawah
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2. 12 - 15| 4omng 3 orang ODommng | 33 37 | N
tahon

3 1S - 18| 24otang | S6omng | J6omng | 700 | 700 | 456
tahun

1 18 taum | J2omng | 2lomng | 32omng | 267 | 263 | 433
ke atss
Jumiah 120 orung | 80 ocang | 34 100% | 1069 | 100%

Sumber Data : Primer 2001

Dari data narapidana annk berdasarkan kelompok umur, yang berumur
dibawah 12 tabun tidak dijumpai di lembaga pemasyarakatan snak
Tangerang, Kutoarjo, maupun Plantungan; dan yang berumur 12-15 tahun
dijumpai di Tangerang 3.3%, Kutoanjo 3,7%, dan £1% di Plantungan.
WMWIS-MWMTW;;.KMTMM
Plantungan 48,6%. Dan kelompok yang berumur diatas |8 tzhun di
Tangerng 26,7%. Kutoarjo 26,3%, dan Plantungan 43,3%.

Tangenpan napi anak terhadap aktivitas napi anak digunbarkan dalam
ragaan dibawah ini.

Ragaan 3
rwn-pimrmmmum-m
Pemasyarakatan Anak

Asal LPA
No Persepsl Tun | Ko- | Plan- %
ger | to- | Tamg-
arjo | =n
1. | Menyenangkan |19 |17 |12 316 | 297 | 219
2 | Biasy-hiscy 19 (24 |23 316 387 37,7
3. | Membosankan |22 |19 |25 3635 3156 404
Jumiah 60 |60 |60 100% 1007%% 100%

Sumber - Diolah dari dats primer 2001.

Khususnya terhadap aktivitas yang bersifat temperes, pengaruh
positifiya minim sckali dimsakan oleh napi anak, schingga tergambar
mmmmmmmm
aktivitas ini dilakukan, tidak setiap nupi anak dapat mengikutinya.

Karena kemungkinan pada saat benfuk aktivitas ini dilaksanakan,
:mmmmmmmmmmm
bentuk aktivitas temperer dilakukan, napi anak batu masuk atay tclab keluar
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dari LPA. Hal ini diketahui, bahwa dari persepsi yang menyenangkan 31,6
% dari Tangerang, 29,7 % Kutoarjo dan 21,9 %6 Plantungan napi anak yang
menunjukan persepsi binsa - biasa 31,6% Tangerang, 38,7%, Kutoarjo dan
37,7 *% Plantungan, serta persepsi terhadap  aktivitas annk  yang
membosankan terdapat di Tangerang 368%, Kutoarjo 31,6% dan
Plantungan 404% yang mengemukakan belum pernah mengikuti bentuk
aktivitas yang bersifat temporer.

PENUTUP

Pembahasan terhadap permasalahan dikemulakan pada kesimpulan
dan saran, yang pada dasarmya merupakan jawaban singkat terhadap
permasalahan terscbut, serta kemungkinan solusi terhadap bias yang muncul
dan fenomena kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada.

Kesimpulan
Bahwa pola pembinaan napi anak yang dilakukan oleh LPA, pada
nmmynﬁdnkdnpldihhkmdapusepmdmynhhh menayahuti upaya
aktivitas

anak, tergambar masih bersifat monoton dan kaku, schingga menimbulkan
masa bosan bagi napi anak. Bahkan scbagai akibat negatif daripadanya,
terdapat napi anak yang tidak merasakan (menjiwai) bahwa aktivitas yang
diberikan kepadanya didalam LPA, bertujuan untuk memberikan dasar pada
si anak kembali ke tengah-tenpah hehidupan masyarakat.

Upaya pembinaan napi amak dalam kerangka resosmalisasi, pola
pembinaan yang scpantasnya dilakukan adalah pola pembinaan yang bersiat
dinlogis, komunikatif, adaptif. dan familier.

Saran

1. Didasarkan kepada kenyataan yang ada, bahwa peraturan perundang-
undang yang menjadi ladasan yuridis bagi kinerja LPA bersifat terscbut,
dan juga bersifat bias, yaitu tidak sedikit perundang-undangan
yang seharusnya dijadikan dasar bagi kincrja LPA, namun dalam
prakteknya ditinggalkon, karena profesionalitas dan kualitas aturan LPA
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yang relatif rendah, maka diperivkan adanmya satu kebijakan yang
bersifat “kompilasi”, yang tujuan  adalah menyatukan  ketentuan-
ketentuan pembinaan napi anak yang terdapat didalam  berbagai
mpumwwpimﬁnquiM).

2. Dalam rangka meningkatkan kinega LPA  didalam  melakukan
resosialisasi mapi anak, disamping diperiukan upaya pembaharuan
mhadupmjunuLPA,mdmmmmLPA.pahdnhlmhn

techadap aparat LPA.  Dalam  arti, bentuk  tujuan
pmfesmnﬂmdmpenlnghnkmmupunbmnnmpimkmh
recruitmen aparat LPA tidak hanya dilakukan terhadap mercka-mercka
yun bergelar sarjana hukumy, tetapi juga dapat diambil dari sarjana
pendidikan dan sarjana psikologi.
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